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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubenur Nusa Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Layanan
Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditunjuk pejabat dan
pelaksana pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

. bahwa penunjukan Pejabat dan Pelaksana pada layanan

pengadaan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; ‘

. bahwa berdasarkan pertimb'angan‘ sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penunjukan Pejabat dan Pelaksana pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); *

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahuin 2009 tentanc Pelavaman D1kl
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Perataran Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-
Purchasing ‘

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara e-Tendering

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun .
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan
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Menetapkan
.KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat dan Pelaksana pada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

* Tugas dan Fungsi pejabat dan pelaksana sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU telah diatur dalam Peraturan
Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman .
dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Layanan
Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun

Anggaran 2017 yang tersedia di Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARA'

NOMOR :049 - 294 TAHUN 2017 :

TENTANG

‘PENUNJUKAN PEJABAT DAN PELAKSANA PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017
— KEDUDUKAN
NO NAMA /JABATAN DALAM LPSE KET
1 | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pembina
Statistik Provinsi NTB
2 | Kepala Bidang Persandian dan LPSE pada Ketua
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi NTB
3 | Kepala Seksi LPSE di Bidang Persandian dan Sekretaris
LPSE pada Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi NTB
4 |Pejabat Pranata Komputer pada Dinas Koordinator 1 (Satu)
Komunikasi Infromatika dan Statistik Unit PPE Orang
Provinsi NTB
b : . 1 (Satu)
5 | Staf di Bidang Persandian dan LPSE pada Koordinator Orang
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Unit Layanan dan
Provinsi NTB Dukungan
. ; 1 (Satu
6 |Staf Bidang Persandian dan LPSE pada Koordinator O(r ;1 g)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Unit Registrasi dan
Provinsi NTB Verifikasi
7 | Staf Bidang Persandian dan LPSE pada Pelaksana 8 (Delapan)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Orang
Provinsi NTB
8 | Pelaksana LPSE Non PNS Bidang Persandian Pelaksana 4 (Empat)
dan LPSE pada Dinas Komunikasi Orang
Informatika dan Statistik Provinsi NTB

GUBERNUR NUSA TENGGARA BAKAT,

Al

 H. M. ZAINUL MAJDI




